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KEPUTUSAN BUPATI MUNA ‘
NOMOR o¥¢ TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

Menimbang

Mengingat

" a, bahwa untuk memperiuas daya tampung siswa di
Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP),
Sekolah Menengah Atas (SMA)  sesual kebutuhan
masyarakat, maka dipandang  periu membentuk,
Kelembagaan Sekolsh Dasar (SD), Sekolah Menengah
Pertama (SMP), Sekoiah Menengah Atas (SMA):

b. bahwa berdasarkan sebagai mana dimaksud pada huruf a
diatas, maka perly dlatur dan ditetapkan dengan Keputusan
Bupali Muna. :

1. Undang - undang Nomor: 29 ' Tahun 1858 tentang
Pembentukan Daerah -~ daerah di Sulawesi

2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Penrdidikan Nasional :

3. Undang -~ undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang — undangan

4. Undang - undgang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah :

5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah : ’

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar:

7. Peraturar Pemerintah Nomor 29 Tahun 1590 tentang
Pendidikan Menengah:

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
Tgnaga Kependidikan:

9. Peraturan Pemsrintah Nomor 39 Tahun 1592 tentang
Peran Serta Masyaraka:  dajam Penyelenggaraan
Pendidikzan Nasional :

10. Peraturan Pemerintan Nemor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenang Provinsi Sebagai
Daerah Otonom :

11. Peraturan Pemerintah Nomo: 20 Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah °

1982 tentang

12, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang

FPedoman Organisasi Perangkat Daerah

13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang - Un#tangan dan Bentuk
Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan
Pemerintal dan fancangan Ker:‘usan Presiden ;

14. Keputusan  Menter: Pencidixan  dan Rebudayaan
Nomor 352 /0/1997 teniang Merunahan Nomenkiatur SMu
menjadi SMA serta Organisas dan Tata Kefa SMU,
sebagaimana diukak o Ame Lo tE S



Menetapkan

15, Keputusan Menteri Pendidikan Nasiona! Nomor 010/0/2000
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan
Nasional ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 22 Tahun 2001 tsntang Bentuk Produk — produk
Hukum Daerah ; ‘

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001
tentang Pengawasan Represif Atas Kebljakan Daerah ;

18. Keputusan Menteri Pendidikan Naslonal Nomor 080/U/2002
pedoman Pendirian Sekolah; -

19. Keputusan Mentéri Dalam Negeri Nomor 130 - 67 / 2002
tentang Pengakuan Kewenangan Pemerintah Kab./ Kota;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 20 Tahun 2000
sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pembéntukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Muna,

21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tenang
Penyempumaan Kewenangan Kabupaten Muna

22. Keputusan Bupati Muna Nomor 30 Tahun 2001
sebagaimana telah diubah kedua kali, degan Keputusan
Bupati Muna nomor 14 Tahun 2002 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Kaweanangan,
Susuanan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Muna.

MEMUTUSK AN

KEPUTUSAN BUPATI MUNA TENTANG PEMBENTUKAN
KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH
ATAS (SMA).

Pasal 1

Membentuk Sekolah Dasar ( SD), dengan Nama dan Lokasi
sebagaimana tércantum pada Lampiran | Keputusan ini.

i Pasal 2

Bagan Susunan Organisasi Sekolah Dasar (SD) sebagaimana
tercantum pada Lampiran |l Keputusan Ini.

Pasal 3

Membentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan Nama

dan Lokasl sebagaimana tercantum pada Lampiran il
Keputusan ini.

Pasal 4

Bagan Susunan Orgarisas! Sekolah Menengah Pertama (SMP)
sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Keputusan ini.



Pasal §

-

j : Membentuk Sekola
Lokas! seba
' int,

h Menengzah Atas (

SMA), dengan Nama dan
gaimana tercantum pada

Lampiran Vv Keputusan
Pasal 6

Bagan Susunan Organisas| Sekolah Menemgah Atas
sebagalmana tercantum pada Lampiran VI Keputusan ini.
! .

(SMA)
Pasal 7 .

Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan

? Ini bagli masing - masgi

ng sekolah dibebankan pada Mata
Anggaran Dekonsetras|

Pusat, APBD Provinsi Sulawee|
Tenggara, APBD Kabupaten Muna,
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LAMPIRAKN v KERUTUSAN RiBAT BAL 2 A
ROMOR o TAHUN 2065

TANGGAL

SUSUNAN DAN NAR . 0k Az aewe s

NO ‘ NAMA SEKOLAH . KECAMATAN
|
|

B A
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KABUPATEN
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| SEKOLAH MENENGAH ATAS

(SMA) |
| SMAN 1 Kulisusu Barat g Kulisusu Barat
E SMAN 2 Tongkuno l Tongkuno

| SMAN 2 Parigi ' Parigi

' SMAN 1 Bone ' Bone

| SMAN 1 Kontunaga ,‘ Kontunaga

Muna
Muna
Muna
Muna
Muna
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LAMPIRAN V1 : KEPUTUSAN BUPATI MUNA
NOMOR ©5  TAHUN 2008

TANGGAL 3o ~ 8-2005
BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

WAKIL KEPALA
PETUGAS
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
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